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Pedoman Wawancara 

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa 

pertanyaan yang  akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan 

sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, 

maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara 

berikut ini : 

1. Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digides di Kecamatan 

Tanete Rilau  

a. Bagaimana kejelasan prosedur penggunaan fitur administrasi 

online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi Mobile warga? 

b. Bagaimana kecepatan penyelesaian pelayanan apabila 

menggunakan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, 

dan aplikasi Mobile warga? 

c. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan menggunakan 

fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi 

Mobile warga? 

d. Bagaimana produk atau keluaran dari fitur administrasi online, 

pelayanan persuratan online, dan aplikasi Mobile warga? 

e. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang 

Lampiran 1 - Pedoman Wawancara 
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penggunaan fitur administrasi online, pelayanan persuratan online, 

dan aplikasi Mobile warga? 

f. Bagaimana kompetensi aparat desa dalam menggunakan fitur 

administrasi online, pelayanan persuratan online, dan aplikasi 

Mobile warga? 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pelayanan Publik 

Berbasis Aplikasi Digides 

a. Bagaimana kejelasan standar dan sasaran dalam implementasi 

pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? 

b. Bagaimana kecukupan sumberdaya dalam menunjang 

implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? 

c. Bagaimana kondisi kerjasama antar organisasi dalam implementasi 

pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? Dan siapa-siapa saja 

pihak tersebut? 

d. Bagaimana kualitas karakter agen pelaksana (pemerintahan desa) 

dalam implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? 

e. Bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dalam implementasi 

pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? 

f. Bagaimana disposisi implementor (respon dan pemahaman) terkait 

implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Digides? 
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Lampiran 4 – Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 2 – RPJMDes 
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Lampiran 2 – RPJMDes 
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Lampiran 3 – Legalitas Kerjasama 
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Lampiran 3 – Legalitas Kerjasama 
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Lampiran 3 – Legalitas Kerjasama 
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Lampiran 3 – Legalitas Kerjasama 
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Lampiran 5 – Surat Keterangan Penelitian 


